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Perkembangan perbankan syariah akhir-akhir ini semakin pesat baik melalui pembukaan badan usaha
perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah maupun pembukaan unit-unit usaha syariah pada
bank-bank konvensional. Adapun kegiatan bank umum syariah antara lain adalah menyalurkan dana melaui
pembiayaan dengan skema murabahah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual bell. Dalam penerapan skema
murabahah tersebut terdapat proses pemesanan barang dari bank kepada pemasok, untuk selanjutnya barang
tersebut akan menjadi obyek pembiayaan antara bank dengan nasabah. Penyerahan barang langsung
dilakukan oleh pemasok kepada nasabah. Demikian halnya dengan dokumen kepemilikan dan faktur pajak
atas barang yang dibiayai tersebut atas nama nasabah. Prinsip jual beli dalam pembiayaan murabahah antara
bank syariah dengan nasabah tersebut yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT
Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank syariah terkena imbas pengenaan PPN atas
pembiayaan murabahah yang dikelolanya. Sedangkan dalam pel aksanaannya penyal uran pembiayaan ini
identik dengan penyaluran kredit, yaitu sebagai jasa perbankan yang seharusnya dikecualikan dari
pengenaan PPN. Tesisini dimaksudkan untuk mengkaji dapatkah transaksi murabahah sebagai salah satu
kegiatan usaha perbankan syariah dikategorikan sebagai objek PPN sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 20007 serta apakah akibat pengenaan PPN terhadap transaksi pembiayaan murabahah serta
bagaimana solusinya? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan
yang bersifat yuridis normatif. Sesuai basil penelitian, penetapan utang PPN atas pembiayaan murabahah
oleh Direktorat Jenderal Pajak dirasakan kurang tepat karena kegiatan utama BSM adalah penyediaan dana
melalui penyaluran pembiayaan dan tidak melakukan aktivitas perdagangan, BSM tidak melakukan
penyerahan barang kepada nasabah dan PPN langsung dikenakan oleh supplier. Pengenaan PPN tersebut
akan berdampak pada penurunan pendapatan,fungsi intermediary tidak optimal, produk bank syariah tidak
kompetitif, dan tidak adanya equal treatment. Untuk itu BSM perlu melakukan penyempurnaan akad
pembiayaan murabahah dengan pola bagi hasil atau menggunakan skema finance lease untuk penyaluran
pembiayaannya.
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